BUPATI CIANJUR
PROVINS] JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Menim bang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

a. bahwa unruk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Standar Harga Satuan d Lingkungan Pemerintah
Desa;

bahwa sebagai pedoman begi Pemerintahan Desa dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa, Dana Desa maupun bantuan
kevangan lainnya, perlu disusun standar harga satuan
belanja desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19350 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 43] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tenlang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
2851):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Berssh dan Bebas dan
Korupsi, Kelusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4335}

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ‘tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 05587] sebagaimana
telah diubah beberapakali lerakhir dengan Undang-
Undang Nomor € Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 3 Tehun 2014 tentang
Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 432 Tahun 2014 tentang
Peraturan Peclaksanaan Undang-Undang Nemor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor S5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 201& Nomor 53}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor &11});

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa  dan Pemberdayaan
Masvarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2015 tentang Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2015 Nomor 4];

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur [Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2016 Nomor B sebagaimana telah divhah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur {Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2022 Nomor 39j;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2018 Nomor 13{;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tabun 2018 tentang
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Desa {Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2018 Nomor 15);



Menecltapkan

21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu]l dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73).

22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ganjur Tahun 2019 Nomor 97);

23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Linglkungan
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD
menurat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip cotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana
dimaksud dalamm Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Dacrah Kabupaten, yang sclanjutnya disebut
Pemerintah Daerah  adalah  Bupati sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan  daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat,

Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah,
adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Cianjuar.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupatifwali kota melalui sekretaris daerah.
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Desa adaiah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalal kesatuan masyarakat hukum
vang memiliki batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan wurusan pemeéerintahan
dan Kkepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indoncsia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
vang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan vang anggotanya merupakan wakil dan
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis,

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas
dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa
dalam penvusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
sekretarial Desa, dan unsur pendulkung tugas kKepala Desa dalam
pelaksansan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana
leknis dan unsur kewilayahan.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejbat yang diangkat oleh
pcjabat wang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang 3erta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
terteniu.

Badan Usaha Milik Desa, sclanjutnya disebut BUM Desa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa vyang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
peclayanan, dan usaha laimmya  untuk  sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa,

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adealah
mugsyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pcmerintah
Desa, dan unsur masyarakat yung diselenggarakan oleh Badan
Permmusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa,

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negama yvang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
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Alokasi Dana Desa, selanjuinya disingkat ADIDD, adalah dana
perimbangan vang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah kabupaten/kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB
Desga, adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pemepang Kekuasaan Pengelolzan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau scbutan nama lain
yvang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan kcuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
kevangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan scbagian kekuasaan PKPKD.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesarbesarmya kesejahteraan masyarakat Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta sepgala sesualu berupa uang dan barang
vang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungiawaban keuangan Desa,

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau dipercleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah,

Standar Harga Satuan Belanja Desa yang selanjutnya disi ngkat SHS
Belanja Desa adalah satuan biaya berupa biaya umum, harga
satuan, tarif dan indeks yvang ditetapkan untuk menghasitkan biaya
komponeén keluaran dalam penyusunan rencana  anggaran
pemerintahan desa yang bersumber dari Alockasi Dana Desa {(ADD)
maupun bantuan keuangan lainnya yang tidak memiliki petunjuk
teknis pelaksanaan.

Penghasilan tetap adalah pendapatan setiap bulan yang diterima
atau diperolch Kepala Desa dan Perangkal Desa yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa.

Program adaiah penjabaran kebijakan pemeriniahan desa dalam
bentuk upaya yang berisi satu  atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi desa.

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh
pemerintahan desa sebagai baegian darl pencapaian sasaran terukur
pada program tersebut terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya lersebul sebagai masukan [input} untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu
tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.

Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoich
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara
swakelola maupun melalul penyedia barang/jasa,
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(1)

(2)

{1)

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
menyediakan barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana
pekerjagnnys direncanakan, dikerjakan dan/alau diawasi sendiri
oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Paket Pekerjaan adalah rangkaian kegiatan terukuar  yang

memberikan keluaran {output} berupa barang/jasa dengan fungsi

tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lckast tertentu yang
merupakan penunjang berjalannya kegiatan.

Barang adalah sctiap benda baik berwujud mauvpun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai dipergunakan atau di manfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan konstruksi adalah selurub pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksansan konstruksi bangunan atau pembustan wujud
fisik lainnya.

Pekerjaan konstruksi sederhana adalah pekerjaan yang tidak
membutuhkan tenaga ahli dan/alau peralatan berat.

Pekerjaan konstruksi tidak sederhana adalah pekeriaan yang
membutubkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat,

Jasa konsultansi adalah jasa layanan prolesional vyang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanva olah pikir {brainware).

BAB 1l
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan
kepastian hukumn dan menjadi pedoman dalam penyusunan
perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja.

Peraturan Bupali ini  bertujuan agar dalam perencanaan,
pelaksanaasn dan pengendalian anggaran belanja memperhati kan
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I
S TANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

Standar Satuan Harga dalam peraturan bupati ini terdirt atas
Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga merupakan harga
tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran
dan pelaksanaan belanja.

Rincian Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini




Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan
pelaksanaan angparan seria standar satuan harga yang belum
tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran harus mengusullkkan terlebih
dahulu komponen belanja barang dengan melampirkan starvey harga
Atau peraturan perundang-undangan terkait.

{2} Usulan komponen jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dituangkan ke dalam surat usulan dari Pemerintah Desa dan
ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan,

(3) Perubahan standar satuan harga scbagaimana dimaksud pada ayat
(14 dan avat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database
Aplikasi Penganggaran APB Desa, yang selanjutnya untuk
ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cianjur
paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati in: dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan d Cianjur

pada ﬁj}_gg&_:lh 19 Agustus 2024

sgﬁa’ﬁm&mgm KABUPATEN CIANJUR,
P
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BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 462



